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ABSTRAK  

MEKANISME PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR 

KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN 

PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU 

Oleh:  

Calvin Alfiandi Zalukhu 

NIM: 02270615032 

Penelitian ini membahas mekanisme penerimaan pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor (PBBKB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat 

di Jl. Jend. Sudirman No.6 Simpang Tiga Pekanbaru. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 

observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PPBBKB) 

secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Namun, masih 

terdapat kendala, terutama dalam mengetahui bagaimana mekanisme pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). Untuk mengatasi hal tersebut, 

BAPENDA telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan kegiatan 

koordinasi, rekonsiliasi dan optimalisasi pajak penerimaan bahan bakar 

kendaraan bermotor (PBB-KB). 

 

Kata Kunci: Mekanisme penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

bermotor 
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ABSTRACT 

MECHANISM OF MOTOR VEHICLE FUEL TAX 

REVENUE RECEIPT AT THE REGIONAL 

REVENUE AGENCY OF RIAU PROVINCE 

 

By: 

 

Calvin Alfiandi Zalukhu 

 

                     NIM: 02270615032 

 

This study discusses the mechanism of motor vehicle fuel tax (PBBKB) receipt at 

the Riau Provincial Revenue Agency located at Jl. Jend. Sudirman No. 6 

Simpang Tiga Pekanbaru. This study uses a qualitative method with data 

collection techniques through observation, documentation, and interviews. The 

results of the study indicate that the implementation of motor vehicle fuel tax 

(PPBBKB) receipt has generally run well and according to procedures. 

However, there are still obstacles, especially in understanding the mechanism of 

motor vehicle fuel tax (PBB-KB). To overcome this, BAPENDA has made 

various efforts, one of which is through coordination, reconciliation and 

optimization of motor vehicle fuel tax (PBB-KB) receipt activities. 

 

 

Keywords: Mechanism of receiving Motor Vehicle Fuel Tax 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan di Indonesia ini senantiasa tidak lepas dari sumber 

penerimaan pajak yang dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan 

nasional. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak 

berlakunya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai 1 Januari 2001. Dengan 

adanya otonomi daerah, bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber 

daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya 

alam, kebijakan ini disambut baik mengingat lepasnya campur tangan 

pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk 

meningkatkan kesejahteraan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Dari berbagai sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah sesuai 

dengan Undang-Undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan 

Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari 

dalam dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing. 

Sejak tahun 1983, Indonesia telah mengombar-gambirkan pajak sebagai 

sumber pemasukan dan alternatif untuk mendampingi posisi dari pajak bahan 



2 

 

bakar kendaraan bermotor. Pajak tersebut mempunyai fungsi sebagai alat atau 

instrumen yang digunakan untuk menopang menyelenggarakan dan aktivitasi 

pemerintahan. Salah satu pajak merupakan sumber penerimaan berasal dari 

pajak pada pengusaha tambang minyak atau bahan bakar kendaraan bermotor. 

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang merupakan jenis pajak 

Provinsi sesuai pasal 2 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang sangat potensial bagi pemerintah daerah. 

Guna mendukung pembiayaan pemerintah dan pembangunan sehingga perlu 

di tingkatkan pengolahannya baik pelayanan kepada masyarakat ataupun 

sistem dan prosedur pemungutannya, sebagaimana yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dimana 

pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dipungut berdasarkan bahan 

bakar kendaraan bermotor temasuk bahan bakar yang dugunakan untuk 

kendaraan diatas air. 

Pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 

Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah dipungut pada saat penyedia bahan 

bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor 

kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar. 

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) pajak atas penguna 

bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah 

semua jenis bahan bakar cair dan bahan bakar gas yang digunakan untuk 

kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor tersedia atau dianggap 
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digunakan untuk kendaraan bermotor seperti bensin ( premium, pertamax, 

Plus Bio solar dan bahan bakar lainnya), hingga saat ini, dengan 

pertimbangan bahwa negara Indonesia belum memiliki kemampuan teknologi 

untuk mengekploitasi, dan mengolah hasil minyak, sehingga belum memiliki 

modal dan sumber daya manusia yang memadai, maka perusahaan tambang 

minyak masih diusahakan dalam bentuk kerjasama dengan investor. Dalam 

Undang-Undang Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kerjasama dalam 

bentuk kerjasama kontrak producion sharing (kontrol bagi hasil). 

Mekanisme / sistem yang baik yaitu mengandung nilai efisien dan efektif 

itu adalah memberi sistem yang singkat, tepat serta mudah dimengerti 

terhadap siapa saja sepanjang tidak menyalahi aturan dan norma-norma yang 

berlaku dengan senantiasa mengutamakan kepentingan orang banyak dari 

pada kepentingan orang pribadi. Jika dikaitkan dengan sistem mekanisme 

pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) secara baik, tetap sesuai 

dengan sistem yang berlaku, tidak berbelit-belit sehingga lembaga atau badan 

wajib pajak dihargai dan puas atas kerja pertugas, yang mampu menimbulkan 

kesadaran mereka untuk membayar pajak. 

Mekanisme penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBBKB) di Bapenda Riau melibatkan beberapa tahapan, mulai dari 

pendaftaran hingga pembayaran pajak. Wajib pajak mendaftarkan diri, lalu 

petugas memvalidasi data dan menetapkan besaran pajak. Setelah itu, wajib 

pajak dipanggil untuk melakukan pembayaran, dan bukti pembayaran 

berupa SKPD dicetak. 
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Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh pertamina, dan sistem 

pemungutannya yaitu self assessment system dimana wajib pajak atau 

badan untuk menentukan, menghitung, melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang terutang. Pemungutan PBB- KB dilakukan oleh penyediaan bahan bakar 

kendaraan bermotor yaitu produsen dan importir bahan bakar kendaraan 

bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri. Penyediaan bahan 

bakar kendaraan bermotor wajib melaporkan harga jual setiap saat bila terjadi 

penurunan harga. 

Adapun pelaporan hasil pemungutan pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor adalah menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), 

melakukan pemeriksaan terhadap SPTPD dan arsip SSPD dengan masa pajak 

yang sama, apakah terdapat kekeurangan penyetoran akibat salah tulis dan 

salah hitung, melengkapkan dan mengarsipkan salinan SSPD dan SPTPD, 

petugas menetapkan nilai kekurangan penyetoran hasil pemungutan PBB-KB 

akibat salah tulis dan salah hitung untuk ditagih dengan surat tagihan pajak 

daerah (STPD), mengirimkan SPTD ke wajib pungut PBB-KB, dan 

menerima STPD sebagai dasar pembayaran kekurangan penyetor hasil 

pemungutan PBB-KB berserta sanksi administrasi. 

Fenomena yang muncul adalah seberapa efektif mekanisme penerimaan 

pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PPBBKB) di BAPENDA provinsi 

Riau dalam menangkap potensi pajak, dan apakah ada celah yang harus 

diperbaiki. 

Dengan mengetahui dan menguasai prosedur pembayaran pajak bahan 

bakar kendaraan bermotor, maka diharapkan tidak terjadinya kesalahan yang 
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sering dilakukan oleh perusahaan – perusahaan dalam memenuhi dan 

menjalankan kewajibannya. 

Di Provinsi Riau, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sudah cukup 

stabil dikarenakan pada tahun 2019 tidak mencapai target dan pada tahun 

2020-2021 pajak bahan bakar kendaraan bermotor mencapai target dan 

melebihi target yang telah di tetapkan. Berikut ini tabel realisasi pajak bahan 

bakar kendaraan bermotor dari tahun 2022-2024 sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Riau Tahun Anggaran 2022-2024 
 

NO 
Tahun Target Realisasi Persentase 

1 
2022 Rp. 975,795,206,337.00 Rp. 1,045,239,690,323.36 107.12% 

2 
2023 Rp. 1,121,844,725,191.00 Rp. 1,158,048,093,972.84 103.23% 

3 
2024 Rp. 1,149,310,237,047.00 Rp. 1,108,923,822,549.46 96,49% 

sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (2024) 

 
Dari tabel diatas, dapat kita ketahui pada tahun 2022 realisasi pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp. 1,045,239,690,323.36, pada 

tahun 2023 realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp. 

1,158,048,093,972.84, sedangkan pada tahun 2024 realisasi pajak bahan 

bakar kendaran bermotor sebesar Rp. 1,108,923,822,549.46. Dari table 

tersebut dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi pada tahun 2022 – 2024 

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya sosialisasi dari pihak BAPENDA serta masih minimnya 

pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya dalam membayar 

pajak khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dengan menurunnya 
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penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pertahunnya, terdapat 

juga hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerimaan dan pelaporan pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor. 

Tabel 1.2 

Jumlah Wajib Pajak Yang Mengunakan  

Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan  

Daerah Provinsi Riau 
 

 

No Tahun Unit 

1. 2022 4.066.211 

2. 2023 4.216.014 

3. 2024 4,526.046 

 Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (2024) 
 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengunaan 

kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami 

peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Bertambahnya pengguna kendaraan 

bermotor tentunya memberi dampak yang cukup besar terhadap pendapatan 

daerah. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diharapkan 

dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyetoran 

pajak kendaraan yang dilakukan oleh wajib pajak. 

Seperti diketahui di Indonesia khususnya di Riau banyaknya pemakaian 

kendaraan bermotor di Provinsi Riau akan meningkatkan tingkat penerimaan 

dan kontribusi atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) 

terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Riau, dan akan menjadi keuntungan 

tersendiri untuk daerah jika pajak tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal 
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oleh Badan Pendapatan Daerah. 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemungkakan diatas penulis 

tertarik megangkat judul tugas akhir yaitu: “MEKANISME PENERIMAAN 

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DI 

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan beberapa hal bagaimana yang telah diuraikan dalam 

alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme penerimaan pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau? 

2. Apa kendala dan upaya dalam penerimaan pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sebagaimana pe rmasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka 

penulisan tugas ahkir ini bertujuan untuk mendekripsikandan menganalisis 

tentang: 

a. Untuk mengetahui mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor di 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pemungutan pajak bahan 

bakar kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulisan terutama 

masalah mekanisme PBB-KB, dan penelitian ini semoga berguna sebagai 
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bahan informasi dan perbandingan sederhana bagi penelitian. 

b. Sebagaimana wadah penulis untuk mengebangkan kemampuan dan 

pengetahuan dalam mekanisme PBB-KB dalam rangka meningkatkan 

sumber pendapatan daerah. 

c. Sebagai referensi seluruh pihak yang ingin mengetahui tentang pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau yang berada di komplek perkantoran Jalan. Jend. Sudirman 

No 06 Simpang Tiga Pekanbaru. 

1.4.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2025 sampai dengan Mei 

202. 

1.4.3 Jenis Data 

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap maka penulis 

mendapatkan data dan informasi dari berbagai sumber sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat atau lokasi 

penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melalui wawancara 

secara langsung kepada pegawai di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

tersebut, guna untuk membantu pengambilan data yang diperlukan. 

2. Data Sekunder 

Data yang penulisan secara tidak langsung melalui perantara seperti 
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dokumen, dari literatur, pendapat para ahli, laporan dan 

informasi yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-

sumber lainnya yang dapat mendukung berjalannya penelitian 

tersebut. 

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian teknik pengumpulan 

data sebagai berikut : 

1. Metode observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung di Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini. yaitu mengenai mekanisme pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor (PBB-KB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

2. Dokumentasi 

Untuk penulisan data penulis mempelajari dan mengamati 

dokumentasi yang harus dilengkapi untuk melakukan mekanisme PBB-KB. 

3. Metode wawancara 

Wawancara yang penulis lakukan dengan mengadakan pembicaraan 

secara langsung dengan tanya jawab kepada wajib pajak (WP) PBB-KB 

yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, tentunya yang 

berhubungan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni 

mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap sumber Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
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1.4.5 Analisis Data 

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah 

dapat dan dibandingkan masalah teori dan praktek dengan Undang-Undang, 

sehingga dapat ditarik kesimpulannya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang 

menjadi dasar atau acuan suatu penelitian.dalam penulisan proposal ini terdapat 

beberapa bab dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan latar belakang, Rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitiaan, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan 

BAB II         :   GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN 

DAERAH PROVINSI RIAU 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat 

berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Visi dan 

Misi, struktur organisasi untuk kerja serta uraian tugas dan 

bagian unit Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, tugas 

pokok dan fungsi, dan pendapatan asli daerah . 

BAB III :   TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, 

fungsi pajak, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak, 

sistem pemungutan pajak, pengertian pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor, dasar hukum pemungutan PBB-KB, 
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objek PBB-KB, Subjek PBB-KB, dasar pengenaan, tarif, dan 

tata cara perhitungan, pemungutan dan pelaporan PBB-KB, 

pembayaran dan ketetapan PBB-KB, penerimaan atau 

perolehan PPB-KB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Riau, pandangan pajak menurut islam,tinjauan praktek 

penerimaan pajak bahan bakar di Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau, mekanisme pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 

hambatan yang dihadapi oleh pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, upaya 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan 

PBB-KB, dan Perbandingan teori dan praktek dalam 

mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

BAB IV   : PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang 

ditentukan dan kemudian memberikan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Dinas Pendapatan Provinsi Riau 

Di Bentuk Berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 Tanggal 

13 Januari 1974 Tentang Pembentukan Dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi 

Riau. Kemudian Sejalan Dengan Perkembangan Keadaan Dan Untuk 

Meningkatkan Penyelenggaraan Pungutan Daerah Serta Dalam Rangka 

Pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Maka Di Tetapkan Pembentukan Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Dengan Adanya 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 Yang Di Sahkan Oleh Menteri Dalam 

Negeri Dengan Surat Keputusan I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

Nomor : KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur 

Dalam Surat Keputusan Nomor: PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, 

Dengan Berpedoman Kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 

KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat Gubernur Tingkat 

I Riau Nomor : KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 Nopember 1980. Dinas 

Pendapatan Provinsi Riau Adalah Dinas Yang Menjadi Aparat Pelaksanaan 

Pemerintah Daerah Sebagaimana Yang Telah Di Tetapkan Dalam Pasal 49 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Di Daerah. 
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2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Visi 

“ Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama 

Kelancaran Roda Penyelenggara Pemerintah Provinsi Riau” 

 

Misi 

Mewujudkan dan Merealisasikan Visi Yang Telah Disepakatin, Maka 

Ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Yang Terdiri Dari Tiga 

Utama, Antara Lain: 

a. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstenfikasi Pendapatan Asli Daerah 

Secara Optimal. 

b. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Pelayanan Publik Secara 

Profesional. 

c. Memperoleh Dana Perimbangan Secara Adil Desuai Dengan Potensi yang 

Dimiliki. 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

 

 
 

Sumber : Kantor Badan Pendapatan  Daerah Provinsi Riau 
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2.3 Tugas Pokok dan Fungsi 

Adapun rincian tugas dari masing-masing eselon adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas, 

Mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas 

desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Bidang 

Pendapatan Daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

Gubernur. 

a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau di Bidang Pendapatan 

Daerah 

b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan 

kebijaksanaan dan kegiatan di bidang pendapatan daerah. 

c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan 

di bidang pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. 

d. Menyusun konsep Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD) di bidang Pendapatan Daerah. 

e. Mengatur relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi 

pada kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan 

pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

f. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya 

pencapaian target yang di tetapkan. 

g. Ekstensifikasi pendapatan daerah. 

h. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap 

pengelolaan pendapatan daerah 

i. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pendapatan 
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daerah. 

j. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pendapatan 

daerah. 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau. 

2. Sekretaris, 

 

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 

perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, 

organisasi, tatalaksana dan keamanan. 

Sekretaris mempunyai fungsi : 
 

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. 

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan 

perlengkapan. 

c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan 

protokol. 

d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan 

perundang undangan. 

e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakan Dinas. 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana 

dan menkoordinasikannya dengan Biro Hukum, organisasi dan 

Tatalaksana. 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan pendapatan, 

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan penyusunan perumusan 
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kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan 

sistem informasi, pengolahan data pendapatan, pengembangan pelayanan 

pendapatan data dan pengembangan pendapatan. 

Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai 

fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengolahan data dan 

pengembangan pendapatan. 

b. Menyiapkan bahan perumusan teknis dibidang pengembangan system 

informasi. 

c. Menyelenggarakan kegiatan pengolahan data dan pengembangan 

pendapatan. 

d. Menyelenggarakan pengembangan pelayanan di bidang pendapatan. 

e. Melaksanakan evaluasi bidang pengolahan data dan pengembangan 

pendapatan. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

4. Bidang Pajak Daerah, 

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaraan pekerjaan / kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta 

pembinaan administrasi Pajak Daerah dalam rangka peningkatan 

Pendapatan asli Daerah. Bidang pajak daerah mempunyai fungsi : 

a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan / penagihan dan 

pendataan Pajak Daerah. 

b. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah. 

c. Penyusunan format administrasi pengelolaan pajak daerah. 
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d. Pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak daerah. 

e. Penggalian sumber-sumber pajak daerah dalam rangka peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah. 

f. Koordinasi dengan instansi terkait di bidang kesamsatan. 

g. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah secara 

berkala. 

h. Menghimpun bahan-bahan untuk menyusun RAPBD. 

i. menghimpun bahan-bahan untuk laporan pertanggung jawaban Gubernur 

Riau di Bidang Pajak Daerah. 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

5. Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana Bagi 

Hasil, 

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan intensifikasi dan 

ekstensifikasi Retribusi Daerah, PADL dan Dana Bagi Hasil dalam rangka 

peningkatan Pendapatan Daerah. 

Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana 

Bagi Hasil mempunyai fungsi : 

a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan / penagihan 

penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain PAD yang sah 

dan dana bagi Hasil. 

b. Pendataan dan inventarisasi subjek dan objek Retribusi Daerah dan 

pendapatan lainnya PAD yang sah dan Dana Bagi Hasil. 
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c. Mempersiapkan administrasi pengelolaan Dana Bagi Hasil 

d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Departemen / Instansi 

terkait. 

e. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan 

Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil. 

f. Menetapkan target penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya 

PAD yang sah dan dana bagi hasil untuk penyusunan RAPBD. 

g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

6. Bidang Pembukuan dan Pengawasan, 

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

pembukuan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan 

Daerah dan menganalisa serta mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja 

Dinas, UPT dan UP. 

Bidang pembukuan dan pengawasan mempunyai fungsi 

a. Penyusunan petunjuk teknis pembukuan dan pengawasan Dinas. 

b. Pengkajian dan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan di bidang 

pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban objek dan subjek 

Pendapatan Daerah. 

c. Penyusunan pencatatan, pembukuan pengelolaan semua transaksi 

penerimaan Pendapatan daerah melalui Kas daerah dan bidang-bidang 

teknis intern. 

d. Menganalisa dan mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di 

lingkungan Dinas, UPT dan UP. 
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e. Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan Setda provinsi Riau. 

f. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan fungsional. 

g. Melakukan pemuktahiran data atas temuan pengawasan fungsional. 

h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

2.4 Pendapatan Asli Daerah 

Tugas badan pendapatan asli daerah Provinsi Riau adalah untuk 

meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi 

(PAD). Besaran pendapatan asli daerah menunjukan kemampuan daerah dalam 

mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah sekaligus menunjukkan 

kinerja Badan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif disispenerimaan dari 

tahun yang semkin meningkat yang merupakan slah satu sumber utama keuangan 

daerah untuk membiayai administrasi umum dan biaya operasi. Pemeliharaan, 

sampingan penerimaan lainnya berupa bagi hasil pajak bukan pajak, bantuan 

kajian daerah keuangan daerah merupakan salah satu factor terpenting dalam 

menganalisis potensi dan kebutuhan daerah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dan wawancara yang penulis lakukan di Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau  mengenai pelaporan dan penerimaan pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 

. 

1. Mekanisme penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dimana 

pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh 

penyedia atau badan usaha dan setelah penyediaan badan usaha melakukan 

pemungutan secara langsung lalu menyetorkan ke kas daerah. 

2. Adapun kendala yang di hadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

dalam pelaopran PBB-KB yaitu kurangnya pengawasan dan kepatuhan 

terhadap penyetoran pajak ke kasda oleh wajib pungut provinsi Riau dan 

wajib pungut belum sepenuhnya menyampaikan data penyaluran bahan 

bakar minyak kepada BAPENDA provinsi Riau. 

3. Adapun upaya yang dapat dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Riau dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor (PBB-KB) ialah dengan kegiatan koordinasi, rekonsiliasi dan 

optimalisasi pajak penerimaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). 

4.2 Saran 

1. Meningkatkan mutu pegawai dalam melaksanakan kegiatan pelaporan 

pajak, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, hal ini dimaksud agar 

penerimaan pajak bahan baka kendaraan bermotor (PBB-KB) serta 
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penerimaan pajak daerah lebih meningkat. 

2. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib pajak sehingga 

sedang hal demikian dapat mendorong wajib pajak atau badan untuk 

membayar pajak secara tepat waktu. 

3. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak maupun objek pajak 

perlu dipertahankan atau lebih ditingkatkan, hal ini dimaksudkan agar tidak 

terjadi penggelapan pajak. 

4. Pemerintah Provinsi Riau harus meningkatkan kompetensi petugas 

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan 

efektifitas haris diumumkan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya 

pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bisa lebih maksimal. 

5. Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) lebih 

transparasi sesuai dengan Undang-Undang Berlaku. 
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